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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Dalam transaksi bisnis di era modern, hampir tidak ada aktivitas bisnis yang 

tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan. Sistem transaksi yang 

dilakukan perlahan-lahan mulai dari sistem  transaksi manual (manual transaction) ke 

sistem transaksi digital (digital transaction) dengan mengunakan perangkat 

elektronik dan koneksi jaringan internet. Transaksi digital dipandang lebih 

memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan 

saja dan dimana saja tanpa membatasi oleh ruang dan waktu.
1
 

Lembaga pembiayaan konsumen dalam praktik sehari-hari yang bentuk 

usahanya menyediakan dana bagi para konsumen untuk kepentingan pengadaan 

barang-barang tertentu seperti barang elektronik maupun kendaraan bermotor sering 

disebut dengan istilah “leasing”, sebetulnya jenis pembiayaan untuk kebutuhan 

pengadaan barang-barang konsumsi adalah jenis “pembiayaan konsumen”. Secara 

prinsip antara leasing atau bisa disebut “sewa guna usaha” dengan pembiayaan 

konsumen atau consumer finance memiliki banyak perbedaan terutama pada segi 

tujuan dan kemanfaatannya.
2
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  D.y Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam PerjanjiannPembiayaan Konsumen. Penerbit 

Mandar Maju, 2015, Hlm 1 
2
 Ibid, Hlm 15 



 
 

ii 
 

Perjanjian pembiayaan konsumen mengandung perjanjian utang piutang 

didalamnya. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai 

debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan 

bunga yang diperjanjian pembiayaaan oleh para pihak. Mengingat sifat perjanjian 

pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka 

pada umumnya jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan 

(coleteral) yang memadai.
3
 

Pada umumnya jaminan tersebut diikat dengan perjanjian Jaminan Fidusia, 

Fidusia ini berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan yakni 

penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (angunan) bagi 

pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini bermaksudkan hanya 

sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang 

diutamakan kepada penerima Fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.
4
 

Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan 

konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari 

konsumen secara kepercayaan (Fidusia) kepada perusahaan pembiayaan. Dalam Pasal 

2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK/010/2012 

disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen 

untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan 

                                                           
3
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 Rachmadi Usaman, Hukum Jaminan Keperdataan, Penerbit Sinar Grafika, 2009, Hlm 152 
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Jaminan Fidusia tersebut pada kantor pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tigapuluh) 

hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.
5
 

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 

dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi 

melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan. Pada 

prateknya pelaksanaan eksekusi pada Jaminan Fidusia terjadi karena adanya 

Wanprestasi pada debitur Undang-undang Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan 

dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga eksekusi.  

Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah dengan kata-kata 

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. 

Dengan adanya irah-irah tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan 

eksekusi. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 

Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, 

eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan 

cara : 
6
 

a. Pelaksanaan eksekutorial oleh Penerima Fidusia; 

b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas serta mengambil 

pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; 

                                                           
5
 Yurizal, Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor  42 Tahun 1999 tentang Jaminan 

Fidusia, Media Nusa Creative, Malang, 2015, Hlm 89. 
6
 Ibid, Hlm 160. 
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c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi 

dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga 

tertinggi yang menguntungkan para pihak. 

Prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek Jaminan 

Fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat 

diperoleh harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal ini penjualan melalui 

pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang 

menguntungkan baik Pemberi Fidusia ataupun penerima Fidusia, maka di 

mungkinkan penjualan dibawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh Pemberi 

Fidusia dan Penerima Fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan 

tersebut dipenuhi. 
7
 

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan 

Fidusia mewajibkan pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek 

Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal ini 

pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada 

waktu eksekusi dilaksanakan, penerima Fidusia dan apabila perlu dapat meminta 

bantuan pihak yang berwenang. 

Kasus penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa dan tidak sesuai 

prosedural, terdapat dalam kasus Putusan nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG kasus antara 

Budi Rohendi (penggungat) melawan PT Faderal International Finance (FIF) 

(tergugat). Kasus ini dimulai karena ada anggapan bahwa penggugat melakukan 

                                                           
7
 Ibid, 161. 
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wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan dengan perusahan pembiayaan tergugat.
8
 

Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang 

Jaminan Fidusia menegaskan bahwa apabila debitur cedera janji maka penerima 

fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia 

atas kekuasaanya sendiri, namun pada kasus ini perwakilan dari perusahan tergugat 

melakukan pemaksaan penarikan objek Jaminan Fidusia dan mengambil secara paksa 

kendaraan yang dijadikan objek jaminan gadai Fidusia saat sedang dipakai oleh 

penggugat. Hal ini bententangan dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 

2011 Pasal 7 yang menentukan mengenai permohonan pengamanan eksekusi Jaminan 

Fidusia diikuti dengan surat tugas dan persyaratan lainya. 
9
 

Permasalahan di atas merupakan persoalan yang cukup sering terjadi dalam 

kehidupan oleh sebab itu penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti 

masalah ini dengan judul penelitian “PENARIKAN SECARA PAKSA OBJEK 

JAMINAN FIDUSIA DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN ANGSURAN 

KREDIT DEBITUR”.  
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 Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/Pdt/2015/PT.BDG, www.MA.co.id 

9
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, permasalahan yang 

akan diteliti dalam tesis ini adalah : 

1. Bagaimana keabsahan penarikan objek Jaminan Fidusia secara paksa? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas prestasi (angsuran 

kredit) yang telah dilakukan terkait dengan penarikan  objek Jaminan 

Fidusia secara paksa? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis mengenai keabsahan penarikan objek Jaminan 

Fidusia secara paksa. 

2. Untuk menganalisi mengenai perlindungan hukum terhadap debitur atas 

prestasi (angsuran kredit) yang telah dilakukan terkait dengan penarikan  

objek Jaminan Fidusia secara paksa. 

D. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat: 

1. Dari Segi teoritis 

Hasil penelitian didalam tesis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi seluruh civitas akademika dibidang hukum khususnya dibidang 

hukum Jaminan Fidusia dalam kaitan dengan hukum pembiayaan konsumen. 
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2. Dari Segi Praktis 

Hasil penelitian didalam tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

pengetahuan bagi praktisi dan masyarakat pada umumnya dibidang hukum khususnya 

hukum Kenotaritan bagi Debitur, Kreditur, dan Notaris. 

E. Kerangka Teori 

1) Teori Perlindungan Hukum 

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting 

untuk dikaji, karenan fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan 

kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat 

yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek 

yuridis.
10

 

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu legal 

protection theory, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan theorie van de 

wettekuhje bescherming, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan theorie der 

rechtliche schutz. Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua 

bentuk, yaitu :
11

 

a. Perlindungan yang bersifat preventif dan; 

b. Perlindungan refresif. 
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 M. Khoidin, Hukum Jaminan Hak Tanggungan dan Eksekusi Hak Tanggungan, Surabaya, 

Penerbit Laksbang Yustitia, 2017, Hlm 34 
11

 Ibid, Hlm 43. 
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2) Teori Pemenuhan Prestasi 

Prestasi adalah sebagai suatu pelaksanaan hal-hal tertulis dalam suatu 

kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu pelaksanaan sesuai dengan 

kontrak yang bersangkutan. 
12

 Menurut Pasal 1234 KUHP Perdata “Perikatan di 

tunjukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat 

Sesutu”
13

 maka berkaitan dengan prestasi. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat 

diketahui, bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah suatu yang dapat di tuntut. 

Prestasi yang dapat di tuntut oleh pihak kreditur dari pihak debitur adalah beruba  : 

a. Memberikan sesuatu; 

b. Berbuat sesuatu; 

c. Tidak berbuat sesuatu. 

3) Teori Jaminan 

Menurut Salim H.S Hukum jaminan adalah keseluruhan aturan hukum yang 

mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima  jaminan dalam kaitanya 

dengan pembebenan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan menurut 

objeknya meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda-benda yang tidak 

bergerak yaitu melalui gadai dan Fidusia. Sedangkan benda-benda tidak bergerak 

melalui hak tanggungan. Cara penyerahan benda bergerak yaitu penyerahannya 

                                                           
12

 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit  PT Intermasa, 2003, Jakarta, Hlm. 120. 
13

 Pasal 1234 KUHP Perdata 
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melalui mekanisme balik nama penyerahan yuridis yang bermaksud memberikan hak 

itu, kemudian dibuat dengan bentuk akta otentik dan didaftarkan.
14

 

G. Definisi Konseptual 

1) Jaminan Fidusia 

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan 

Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi, yang berasal dari 

zaman Romawi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam 

meminjam, karena proses pembebannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, baik 

oleh pihak pemberi Fidusia maupun oleh pihak penerima Fidusia, tetapi tidak 

menjamin adanya kepastian hukum. Karena pada saat itu, Jaminan Fidusia tidak 

(perluh) didaftarkan pada suatu lembaga pendaftaran Jaminan Fidusia. Di satu pihak 

Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, 

terutama pihak yang menerima Fidusia. 
15

 

2) Perlindungan hukum terhadap pemegang Jaminan Fidusia 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 

manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 

masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum 

atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 

                                                           
14

 Winda Sari, Macam-Macam dari Hukum Jaminan,www.Kompasiana.com, 25 Maret 2019, 

Pukul 23.25 WIB. 
15

 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2009, 

hlm 199. 
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diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara 

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang 

sifatnya pencegahan. perlindungan memberikan kesempatan pada rakyat untuk 

mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatannya sebelum suatu keputusan 

pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang reprensif 

berfungsi untuk menyelesaikan apabila mengalami sengketa yang dikelompokkan 

menjadi dua badan, yaitu:  

a. Pengadilan dalam lingkup peradialan umum; 

b. Instansi pemerintahan yang merupakan lembaga banding adminitrasi. 

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-

norma yang lain karena hukum itu berisi perinta dan atau larangan, serta membagi 

hak dan kewajiban. 

H. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian tesis ini adalah hukum Normatif Menurut Amiruddin Penelitian 

hukumNormatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada hukum jenis ini 

hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan 

(law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama sebagai 
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sumber datanya hanyalah data sekunder.
16

 Yang terdiri dari bahan hukum primer, 

bahan hukum sekunder atau data tersier. 

2. Metode Pendekatan 

Berdasarkan penelitian normatif ini maka metode pendekatan yang digunakan 

adalah : 
17

 

a. Pendekatan Undang-Undang (statute approach) 

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan 

regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
18

 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

Pendekatan Konseptual beranjak dari  pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan memperlajari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan 

ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan 

asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi.
19

 Pemahaman akan 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaraan bagi 

peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang 

di hadapi. 
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 Bandingkan Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-masalah sosiologi hukum, Bandung: Sinar 

Baru, 1984, hlm. 110.  
17

 30 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Group, 

2005, hlm. 133. 
18

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Surabaya, Kencana, 2005, hlm.93. 
19

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, 

hlm 95. 



 
 

xii 
 

c. Pedekatan Kasus  

 pendekatan ini dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu yang di hadapi. penelitian ini bermaksud untuk memahami 

secara mendalam terhadap latar belakang, keadaan atau faktor yang terjadi di 

dalam nya. 

3. Jenis dan Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum normatif, hanya mencakup data sumber yang 

meliputi : 
20

 

1) Bahan hukum primer (primary law material), yaitu bahan hukum yang 

mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang undangan) atau 

mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. 

2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum 

primer, seperti buku, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum 

dan seterusnya.
21

 

3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus 

(hukum), ensiklopedia. 
22
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  Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatifsuatu tinjauan singkat. 

Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13. 
21

  Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 103. 
22

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004, hlm. 32. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Berdasarkan penulisan hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan 

penulisan yaitu dengan penelitian kepustakaan atau studi pustaka. Penelitian 

kepustakaan atau studi pustaka merupakan suatu metode penelitian yang datanya 

yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan 

Perundang-undangan, Buku-Buku, Dokumen resmi, Publikasi dan hasil penelitian.
23

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan analisis data yang tidak 

menggunakan melainkan dengan memberiakan gambaran-gambaran (Deskripsi) 

dengan kata-kata atau temuan-temuan, dengan begitu penggunaan teknik analisis ini 

lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data. 
24

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penelitian ini menggunakan teknik kesimpulan deduktif. Teknik kesimpulan 

deduktif ini merupakan penalaran yang berlaku umum pada masalah individual dan 

kongkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah kongretisasi, 

karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus. 
25
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 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. hlm. 107. 
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 Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada PenelitianDisertasi 
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